PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT: II KEBUMEN '
NOMOR : 06 TAHUN 1982

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS KESEHATAN KA
BUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN,

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATT KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN,

enimbang : a, bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyeleng-
garaan Pemerintahan dan Pembangunan secara berdaya-
guna dan berhasil guna khususnya yang menyangkpt bi-
deng keschatan Kabupaten Daerab Tingkat II Kebumen,
maka perlu meninjau dan menetapkan kembali Susunan
Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan Kabupaten
Daerah Tingkat II Kebumen ;

b, bahwa sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undong Nomor 5
Tahun 1974 jis, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor
363 Tahun 1977 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri
Nomor 2 Tahun 1980 serta Instruksi Gubernur-Kepale:
dasrah Tingkat I Jawa Tengah No,061,1/11695, maka
dipandang perlu menetapkan Susunan Organisasi dan
Tatakerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat 1T
Kebumen tersebut dengan Peraturan Daerah, -

engingat : I, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Poiok
. Pemerintahan di Daerah ;

2, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah2 Kabupaten dalam Wilayah Propinsi Jawa Tengah

jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;

3, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1952 tentang Penye-
rahan sebagian urusan Pemerintah Pusat mengenal je- -
sehatan kepada Daerah Swatantra.Kabupaten, Kota Besar,

- Kota Kecil di Jawa ; :

L4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974
tentang Bentuk Peraturan Daeyah ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri No,362 Tahum 1977
. tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah j

6. Keputusan Menteri Dalam Kegeri No,363 Tahun 1977 ten-
tang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata-
kerja Dinas Daerah ;

7. Instruksi Menteri Dalam Nugeri No,2 Tahun 1980 tem-
tang Petunjuk Pelaksanaan mengenal Pembentukan, Su=-
. sunan Qrganisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan ;
8, Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Te-
‘ngah No,061,1/11695 tanggal 29 Mei 1981 tentang
Petunjuk Pelaksanaasn mengenal Susunan Organisasil
dan Tatakerja Dinas Kesehatan Daerah Tingkat IT
se Jawa Tengah,

i

Dengan persetujuan Dewan Perwakilant Rakyat Daerah Kabupaten Daerail
Tingkat II Kebumen, :
MEMUTUGSEKA AN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPA.UEN DAERAH TINGKAT II KEBUI.VIEII\TA1
P TENTANG SUSUNAN ORGANIS.\SI DAN TATAKERJA DINAS KESEHAT =

AN DAERAH KABUPATEN DAER'AH TINGKAT II KEBUMEN,

© BAB T
KETENTUAN UMU WM

Pasal 1
Dalam o« o e



Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ¢

a. Bupati Kepala Dzerah adalah : Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Kebunen ; :

b, Pemerintah Daerah adalah  : Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat
- IT Kebumen ;
¢, Dinas Kesehatan adalah : Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah

Tingkat II Kebumen ;-

de Unit Pelaksana Tehnis Dinas ‘

adalah + Unit Pelaksana Tehnis Dinas Kesehat-

an sebagal unsur penunjang dari scha=-
gian tugas Dinas Kesehatan yang mela-
ltukan funggi2 tertentu yang mempu-~
nyal wilayah kerja disatu atau bebe-
rapa Kecamatan, ' '

BAB 1II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 2 '

(1) Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang di
bentuk berdasarkan kewenangan pangkal dan penyerahan urusan lebih
lanjut kepada Daerah Tingkat II sebagai urusan rumah tangga Dae-
rah Tingkat II dibidang kesehatan,

(2) Dinas Keschatan dipimpin oleh seorang Kgpala Dinas yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah,
Pasal 3

Dinas Kesehatan mempunyai tugas pokok : ‘

a, Melaksanakan urusan pemulihan kesehatan, pencegahan penyakit, perbi
naan kesehatan lingkungan, penyuluhan kesehatan dan pembinaan kesc-
jahteraan ibu dan anak, :

b, Melaksanakan tigas lain yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerahs

Pasal 4
Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 3 Peraturan
Doerah ini, Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

a, Perumusan kebijaksanaan tehnis, pemberian bimbingan dan gembina_ )
an terhadap urusan pemulihan kesehatan, pencegahan penya it, pombl
naan kesehatan lingkungan, penyuluhan keschatan dan pembinaan lzc-
sejahteraan ibu dan anak,

b, Pemberian perijinan sesual dengan kebljaksanaan yang ditetapkan;
oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undang-

an yang berlakud

¢, Pelaksanaan sesuai tugas pokoknya dan sesual dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku,

d, Pengamaman dan penger’lalian tehnis atas pelaksanaan tugas pokok-~
nya sesual dengan koblJaksanaan 7ang ditetapkan oleh Bupati Ke-k“
pala Deerah berdasarkan peratursn Perundang=undangan yang berlalm.

e, Pengurusan Tata Usaha Dinas Kesehatan,
BARB III
ORGANISASTI
Bagianp Pertama
SUSUNAN (CRGANISAST
Pasal 5
(1), Susupan Organisasi Dinas Kesghatan terdiri dari :

2+ Kepala Dinas ;
b, Sub Bagian dan Tata Usahri ;
€. Scksi Pemulihan Kesehaten . .



d, Seksi Pencegahan Penyakit. ; :
es Seksi Pembinaan Kesehatan Lingkungan ;

fe Seksi Penyuluhan Kesehatan ;

ge Seksi Pembinaan Kesejahteraan Ibudan Analk,

(2) Sub Bagiam Tata Usaha terdiri dari 3 Urusan dom masing2 Selsi
terdiri dari 2 Sub Seksi, kecuali Séksi Pemulihan Kesehatan
yang hanya terdiri dari 2 Sub Se¢ksi, _

(3) Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi, masing2 dipimpin oleh seorang
Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas Kesghatan, :

Bagian Kedua
KEPALA DINAS
Pasal 6
Kepala Dinas mempunyai tugas pokok sebagal dimaksug dalam Pasal 3
Peraturan Daerah ini, y ’ ’
Bagian Ketiga
SUB BAGIAN TATA USAHA
Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyal tugas menylapkan urusan surat me- -
nyurat urusan dalam, pengelolaan kepegawalan, pengelolaan keuangan,
gerlengkapan, penyusunan rencana ketatalaksanaan Serta Peraturan
erundang-undangan, -
.Pasal -8

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 7 Peraturan Dac-

rah ini, Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai fungsi : ‘

a, meloksanakan surat-memyurat, kearsipan, perlengkapan, perjalan-
an dinas dan urusan runah tangga ;

b, menyiapkan penyusunan rencana dan program ketatalaksanaan Din::
Kesghatan ; '

c, melaksanakan pengelolaan kepegawalan ;

d, melaksanakan pengelolaan keuangan j .

e, nmenyusun statistik dan dokumentasi tentang hasil pelaksanaan

tugas - ’ E
f. menyiapkan naskah dan peraturan pelaksanaall, keputusan2 inse-
truksi dan menghimpun peraturan Perundapg-undangan dibidang
kesehatan,
Pasal 9 .

(I) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
ae Urusan Umum ;
be Urusan Kepegawalap
ce Urusan Keuangan ;

(2) Masing-masing Urusan sebagal dimaksud ayat (1) Pasal ini dipim-
pin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung ja-
wab kepada Kepala Sub Baglan Tata Usaha,

‘ Pasal 10 ,

Urusan umum mempunyai tugas melaksanakan urusan arsip, ekspidisi;
penggandaan, rumah tangga, pengelolaan pgrlengkapan_anentarls,
perjalanan dinas dan perlengkapan- serta dokumentasi,

Pasal Il
Urusan Kepegawalan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepc-
gawaiamn, .

Urusall e s o



Urusan Keuangan mempunyai tugas merencanakan Mggaran peribeayaan
dan Pendapatan, pengelolaan serta pertanggung jawaban keuangan,
' Bagian Keempat '
SEKSI PIMULIHAN K ESEHAT AN
Pasal 13

Seitsi Pemulihan Kesehatan mempunya¥ tugas melaksanakan pengawasan
dan pembinaan Rumah Sakit, Balai Pengobatan, Balai Kesejahteraan
Ibu dan Anak serta Pusat Kesehatan Masyarakat, '

Pasal 14
Untulk nenyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 13 Peraturan Dnee
rah ini, Seksi Pemulihan Kesehatan mempunyai pungsi : /

ae menberikan‘petunjuk tehnis dalam mengembangan Rumah Sakit, Balai
Pengobatan, Balai Kesgjahteraan Ibu gan'ﬁnak~serta Pusat Kese=
hatan Masyarakat ;

e melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Rumah i R
lal Pengobatan, Balai Kesejahteraan Ibu dah Anak serta Pusat
- Kesehatan Masgarakat ;

Ce mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data Rumah Sakit, Balai
Pengobatan, ﬁalai Kesejahteraan Ibu dan Ahak serta Pusat Kese=

hatan Masyarakat,
Pasal 15
(1) Seksi Pemulilan Kesehatan terdiri dari

8¢ Sub Seksi Rumah Sakit ;
be Sub Seksi Pembinaan Pusat Kesehatan Masyarakate

(2) Sub Seksi Sub Seksi sebagaimatia dimaksud ayat (1) Pasal ini
masing2 dipimpin oleh segfang Kepala yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Permulihan Kesehatan,

Pasal 16
Sub Seksi Rumah Sakit mempunyai tugas :,

2s pembinaan dan pengawasan Rumah Sakit, usaha pengadaan alat2 ke=-

sehatan, obat2-an untuk Rumah Sakit _
b, mengawaéi penakaian alat2 kesehatan dam obat2=~an di Rumah Sakit.;

Co mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data mengenai Rumah Sakit,

Pasal 17
Sub Seksi Pembinaan Pusat Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas :

a, pembinaan dan pengawasan perkembangan Balai Pengobatan, Balai
- Kesejahteraan Ibu dan Anak serta Pusat Kesechatan Masyarakat ;

b, mengawasi pengadaan-‘dan pemakalan alat2 kesehatan dan obat2-an
dl Balai Pengobatan, Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak serta
Pusat Kesehatan Masyarakat 3

Ce mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data mengenai Balai Pe-
ngobatan, Balal Kesejaliteraan Ibu dan Anak serta Pusat Keschat-
an Masyarakat, :

Bagian Kelina
SEKSI PENCEGAHAN PENYAKIT
Pasal 18
Selksi Pencegahan Penyakit mempunyai tugas melaksanakan kegiatan

daYam bidang pengamatan penyakit termasuk penpobatanm terhadap pende:
rita penyakit, immunisasi dan pembrantasan wektor,

Pasal 19

Untuk menyelénggarakan tugas tersebut pada Pasal 18 Peraturan Dae-~
rah ini, Seksl Pencegahan Penyakit mempunyai fungsi.: ' K

ae memberikan , ,




a. memberikan petunjuk.tehnis dalam pengamatan penyakit dan peng o=
batannya, immunisasi dan pembrantasan vektor ; :
b, melaksanakan pembinaan, bimbingan tehnis dan pengawasan terha-

dap kegiatan penganatan penyakit dan pengobahannya, immunisasi

dan pembrantasan vektor j

Co melaksanakan dan mengkoordinasikan usaha? penganatan dan pengo-

batannya, immunisasi dan pembrantasan vektor ;

d, menguripulkasi, mengolgh”dan'mgnyajikan data mengenai pengamatan-
pemyakit dan pengobatannya, immunisasi dan perbrantasan vektor,

Yasal 20
(1) Seksi Pencegahan Penyakit terdiri dari :

as Sub Seksi Pengamatan Penyakit ;
b, Sub Seksi Tmmunisasi
Ce Sub Seksii Pembrantasan Vektor,

(2) Sub Seksi-sub seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini,
masing2 dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah da:
bertanggung jawab kepada Kepal Seksi Pencegahan Penyakit,

Pasal 21
Sub Seksi Pengamatan Pomyskiit' mempunyail tugas :
sl

as melaksanakan usaha penelitian/pengamatan dalam rangka penceguli-
.an penyakit untuk mencegah terjadinya wabah penyakit . ;

b, melaksanakan, mengkoordinasikan usaha pengobatan terhadap pen-
derita penyakit dalam rangka mencegah timbulnya wabal penyakit
menular ;

Ce mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data mengenail pengamaton
penyakit dan pengobatannya.

Pesal 22
Sub Seksi Immunisasi mempunyai tugas

as mempelajari. hasil penelitian/pengamatan dari Sub Seksi Pengo-
. matan Penyakit ;

b, melaksanakan dan mengkoordinansikan kepiatan immunidasi terins-
dap masyarakat untuk mencegah timbulnya penyakit menular/wabal ;

Ce mengumpulkan, rengolah dan menyajikan data mengenail immunisasi,

pasal 23

Sub seksi Pembrantasan Vektor mempunyai tugas- :

a, mempelajari hasil penelitian/pengamatan dari Sub Seksi Pengarat-
an Penyakit ;

 be melaksanakan dan mengkodrdinasikan usaha pencegahan dan penm~
brantasan vektor/sumber bibit penyakit ;

Ce nenyebar luaskan keterangan2 serta mengikut sertakan masyara=
kat dalam pembrantasan vektor/sumbar bibit penyakit ;

de mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data mengenail pembrantecs -
an vektor/sumber bibit penyakit,

Bagian Keenanm '
SEXSI PRIBINAAN KESEHATAN LINGKUNGAN
Pasal 24 ‘
Seksi Pembinaanm I ~oliztaa Lingkungan mempunyal tuses melaksana-

kan‘kegiatan dalam bidang kebersihan lingkungan, sarana air mi-
num, jamban keluarga dan kebersihan tempat umum,

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan ‘tugas tersebut pada Pasal 24 Peraturan
Daerah ini, Seksi Pembinaan Kesehatan Lingkungan mempunyai fung-

si ¢ a, mnemberikan o o o




ae nenberikan petunjuk tehnis tentang cara pembuatan sarana air i
num, jamban keluarga, kesehatan tempat umum dan kebersihan lin:-

kungan ;

b, melaksanakan pembimaan, bimbingan-tehnis dan pengawasan terhadad
Sarana air minun, jamban kéluarga, kesehatan tempat umum dan ke-
bersihan lingkungan :

¢, melaksanakan dan‘mengkoordinasikan usaha2 pengadaan/perbaikan
Sarana alr minum, Jamban keluarga, kesehatan tempat umum dan ke~

bersihan lingkungan umunm j

e mengunpulkan, nengolah dan menyajikan data dalam bidang sarana
alr minum, jamban keluarga, kesehatan tempat umum dan kebersiham
Iingkungan,

Pasal 26
(1) Seksi Pembinaan Xesehatan Lingkungan terdiri dari :
ae Sub Seksi Kebersihan Lingkungan ;

be Sub Seksi Samijaga ;

Ce Sub Seksi Keschatan Tempat Umuiz,

(2) Sub-Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal
ini, masing@ dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibaweh
dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Pembinaan Kesehatan
Lingkungan,

Pasal - 27
Sub Seksi Kebersihan Lingkungan nmempunyai tugas :
a, membantu usaha dalam kegiatan pemugaran rumah/kampung dalam bi-

dang kebersihan lingkungan ;

be melaksanakan dan mengkoordinasikan usaha untuk-meningkatkgn kef
bersihan linghkungan dan pengawasan terhadap mekanan dan minuma-: g

¢, mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data mengenail kebersihan
lingkungan,

Pasal 28
Sub Seksi Samijaga menpunyal tugas :

a, membantu usaha dalam kegiatan pemugaran rumah/kampung dalan b~
dang sarana alir minum dan jamban keluarga ;

b. melaksanakan dan mengkoordinasikan usaha pengadaan/perbaikan soi-
rana alr minum dan Jjamban keluarga -

C, memberikan petunjuk lmada nasyarakat tentang cara pembuatan sa-
rana air minum de [ w!’an keluarga ;

d, mengumpulkar, «e.agolah dan menyajikan data mengenal sarana aily
minur dan Jjanban keluarga, v :
Pasal 29
Sub Seksi Kesehatan Tempat Umum mempunyal tugas @

2. mengkoordinasikan usaha untuk meningkatkan fasilitas sarana ke -
sehatan masyarakat . ditempat-tempat umum ;

b, mengendalikan dan mengkoordinasikan usaha pengawasan kesehatan
terhadap tempat2 umum, pencemaran lingkungan dan penggunaan pe;
tisida (racun hama ) ;

¢, mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data nengenal kesehatan
ditempat-tempat umum.
Bagian Ketujuh
SEKSI PEMYULUHAN KESEHATAN
Pasal 30

Seksi Penyuluhan Keschatzn mempunyai “ugas melaksanakan keglatan
dalarr bidang penyuluhan lingsung kepada masyarakat, peran gserta
, masyarakat o o




masyarakat dan usaha keschatan sckolah

\ Pasal 31

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 30 Peraturan
Daerah ini, Seksi Penyuluhan Kesehatan mempunyai fungsi

A

b.

memberi petunjuk tehnis dalam bidang penyuluhan langsung
peran serta masyarakat dan usaha kesehatan sekolah H

|
memberikan pembinaan, bimbingan tehnis dan pengawasan da -
lam bidang penyuluhan langsung, peran serta masyarakat dan
usaha kesehatan sekolah ;

melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan dalam bidang
rpenyuluhan langsung peran serta masyarakat dan usaha kese-
hatan sekolah ;

mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data bidang penyuluh
han langsung, peran serta masyarakat dan usaha kesehatan
sekolah ,

’

PaSal 32 @ 0 09 009000900 00




. e

Pasal 32

(1) Seksi Penyuluhan Kesehatan terdiri dari :
A+ Sub Seksi Penyuluhan Langsung 3
be Sub Seksi Peran serta Masyarakat ;
€. Sub Seksi Ussra Kesehatan Sekolah.

(2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1)pasal ini masing
masing dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan ber =
tanggung -jawab kepada kepala Seksi Penyuluhan Kesehatan.

_ Pasal 33
Sub Seksi Peny\uluhan Langsung mempunyai. tugas @

a. melaksanakan dan mengkoordinasikan usaha penyuluhan langsung kepa-
da masyarakat, memberikan bimbingan dan pengamanan tehnis penyu luh
han kesehatan masyarakat

bs memberikan bimbingan terhadap kegiatan-kegiatan masyarakat untuk -
memelihara dan meningkatkan kesehatannya ;

¢, mengumpulkan,mensolah dan menyajikan data dalam bidang penyuluhan
langsung.

Pasal 34

Sub Seksi Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas @

ae Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat melalui media
masa seperti penerbitan brosur, selebaran, pemutaran film/kaset - .
dan lain-lain dalam rangka memelihara dan meningkatkan kesehatannyas

b. membina dan mengikut sertakan masyarakat khususnya pemuda untuk -
ikut berperan dalam pemberantasan dan pencegahan penyakit, pemelie
haraan. dan peningkatan kesehatannya 3

c. mengumpulkan ,mengolah dan menyajikan data mengenai peran serta -
masyarakat .
Pasal 35

Sub Seksi Usaha Kesechatan Sekolah mempunyai tugas @

A+ mengkoordinasikan usaha-usaha untuk meningkatkan usaha kesehatan -
anAak sekolah termasuk mahasiswa ‘dan anak luar biasa, usaha olah -
r aza Kesehatan dan usnha meningkatkan fasilitas kesehatan sekolah;

be. melaksanakan Gsaha pengadaan alat-alat, obat-obatan dan mengawasi
pemakaian alat, obat-obatan dan sarant kesehatan lainnya disekolah;

¢« mengumpulkan, mengolah dan menyajikart data mengenai usaha kesehatan
sekolah.

Ba zian Kedelapan:
Sekst Pembinaan Kesejahteraan Ibu dan Anak
' Pasal 36

Seksi Pembinaan Kesejahteraan Ibu dan Anak mempunyni tugas melaksapmr -
kan kegintan dalam bidang kesehatan ibu dan anakserta usahn peningkat-
tan gizi.

-

Pasal 37
Untuk menyelenggarakan. tugas tersebut pada jpasal 36 Peraturan Daerah

ini, Seksi Pembinann Fiesejahternan Ibu dan Annk mempunyai fungsi :

2. mEmberikan sscvcscssvsoce




I

1. memberikan petunjuk tehnis dalam bidang kesehntan ibu dan anak, per-
baikan gizi dan pelayanan medis keluargn berencana ;

b. melaksanakan pembinaan,bimbingan tehnis dan pengawasan terhadap ke -
giatan dalam bidang kesehatan ibu dan anak, peningkatan gizi dan pe-
layanan medis keluarga beXencana j ' )

o. melaksanakan dan mengkoordinnsikan kegintan dalam bidang kesehatan
ibu dan anak, peningkatan gizi dan pelayananmedis keluarga berenoana;

3. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dalam bidang keschatan
ibu dan anak, peningkatan gizi dan pelayanan medis keluaxga berencanas
Pasal 38

(1) Seksi Pembinaan Kesejahteraan Ibu dan Anak terdiri dari @

a. Sub Seksi Kesehatah Ibu dan Anak ;
b. Sub Seksi Keluarga Berencana dan Peranan Wanita j;
Cs Sub Seksi Gizi ; .

(2) Sub Scksi-Sub Seksi sebacaimana dimaksud ayat (1) pasal ini masing-

: masing dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bexr -
tanppung jawab kepada Kepala Seksi Pembinaan Kesejahteraan Ibu dan-
4‘{}'1»1 k. .

Pasal 39
Sub Seksi Kesehatan Ibu dan Anak mempunyai tugas @

ne melaksanakan dan mengkoordinasikan usaha pemeliharaan kesehatan ibu,
pemeriksaan kesehatan anak melalul Rumah Sakit,sarana kesehatan =
lainnya 3 '

b. melaksanakan dan mengkoordinasikan usaha pelayanan kesehatan verha=-
dap ibu yang menderita penyakit kandungan dan kehamilan, menolong
persalinan dan pemeliharaan kesechatan serta pengobatan terhadap -
anak-anak ;

c. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan dnta mengenai kesehatan ibu -
dan anak .
Pasal 40

Sub Seksi Keluarpa Beroncana dan Peranan Wanita mempunyai tupas ¢

2. melaksanakan dan mengkoordinasikan kesiatan pelayanan medis keluar-
za berencana

be membantu usaha dalam memberlkan pembinaan, bimbingan tehnis dan pe~
ngamanan terhadap peranan wanita dalam mensukseskan program keluAaxr~
~ga berencann ,

¢+ mensumpulkan, mengoiah dan menyajikan data mengenai pelayanan medis
keluarza benrencana o
Pasal 41

Sub Seksi Gizi mempunyai tugas @

ne melaksanakan dan mengkoordinasikan penyuluhan gizi kepada penderi -
ta penyakit cizi, keluarganya dan masyarakat ;

b. melaksanakan dan mengkoordinasikan kesiatan masyarakat serta menins
katkan peranan wanity dalam bidang perbaikan gizi keluarga dan pe -
nanggulangan penyakit glzi

¢, melaksanakan dan mengkoordinasikan usaha perbaikan gizi keluargsa s
penansgulanoan penyakit gizi, penyustnan dan pengaturan menu mAa kan-
nan penderita 3

d.'men{_’,tmpulkan T X E N



d. mengumpulkan, menzolah dan menyajikan data mensenai bidang gizi

Baginn Kesembilan
Unit Pelnksana Tohnis Dinas’
P&sal_ 42

Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Tehnis -
Dinns diatur kemudian berdnsarkan pedoman Menteri Dalam Nageri.

B AB Iv
TATA KERJA
‘Pasal 43

Kepala Dinas Kesehatan dalam melnksanakan tugasnya berdasarkan kebi =
Jaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati. Kepala Daerah. ~

Pasal 44

Dnlanm melnksanakan turasnya Dinas Kesehatan, Kepala Sub Bagian dan -
para Kepala Sgksi wajib menerapkan Prinsip koordinasi, intesrasi dan
sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkunsan Pew
merintah di Dnerah serta denan Instansi lain sesuai dangan tusas po-
koknya masing-masinge

Pasal 45

(1) Setiap Pimpinan Satuan Orpanisasi dalan lingkungan 'Dinas Kesehatan
bertangsung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masin::
masing dan memberikan bimbingan serta retunjuk-petunjuk bacsi pe ~
laksanaan tusas bawahannya. :

(2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan memntuhi pe-
tunjuk-petunjuk dan bertanssung Jawab kepada atasan masing-masing
dan menyampaikan laporan tepat pads waktunya.

(3) Setiap laporan yans diterima Pimpinan Satuan Orpganisasi bawahan
wAjib diolah dan dipersunakan sebasai bahan penyusunan laporan le-
bih lanjut untuk memberikan petunjuk-vetunjuk kepada bawahan.

Pasal 46

Para Kepala Seksi pnda Dinas Kesehatan menyampaikan laporan kepada Ke-
Pala Dinas Kesehatan sedangkan Sub Bagian Tata Usaha menyusun laporan
berkala kepada Dinas .

. Pasal 47 -
Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu
Oleh satuan bawahamnya dan dalam rangka pemberian bimbinzan kepada ba-
wahAn masing-masing mengadakan rapat berkala.

Pagnl 48

Bagan Susunan Oxrpgnnisasi Dinas Kesehntan adalah sebasnimana tercantum
dnlam lampiran Peraturan Daexah ini . '

4 A B v
KETENTUAN LAIN-LAIN

Fasal 49

Jenjan[; essvvssvssnnsee



Jenjans jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur kenu-
dian sesuai dencan peraturan perundang~undangan yang berlakue

Pasal 50
(1) Kepala Dinas Kesehatan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Xe -

pala Dnerah sebelah memperoleh persetujuan Gubernux Kepala Daeral .
Tingkat I Jawa Tengane )

(2) Kepala Subd Bagian, Kepala Seksi, Kepala Sub Seksi dan Kepaln Urue
san diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Paerah atas usul
Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 51
Hal=hal yang belum cukup dimtur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang

menyangkut pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini, pengaturannya dise -
rahkan kepada Bupati Kepala Daerah.

BAB VI
Pasal 52

Dinas Kesechatan yang sebelum berlakunya Peraturan Daexah ini telah a-
dn/ terbentuk dinyntakan terbentuk berdasarkan Pematuran Daexah ini,

BAB VII

" XETENTUAN PENUTUP
Pasal 53

" Dengan berlakunya Peraturan Daernh ini maka segala ketentuan yang ber-
tentangan dencan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku laci.

Pasal 54

Perntwrhn Daerah ini mulai berlaku sejak dimndangkan.

Kebumen 4 14 Januari 1982

DEWAN ‘PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABU- BUPATI KEPALA DAEKAH TINGKAT II
PATEN DAERAH TINGKAT XII KEBUMEN, KEBUMEN,

Ketun,

-

SINGGIH RAMELAN , DRS ,DADIFQNO JUDOPRAJITNO ,

Disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tk.I Jateng dengan Burat Keputusan
%1e 4 Maxet 1983 Nomoxr 188.3/06444/1983.

Diundangkan pada $angeal 28 Maret 1983.
Dimbuat dalam Lembaran Daecrah tahun 1983
Seri D Nomor. 2
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IT.

,Paqal

PENJZLASAN

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT IT KEBUMEN
NOMOR :- 06 TAHUN 1982
ENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA -
DINAS KESEHATAN KABUPATEN DAERAH -
TINGKAT II KEBUMIN . :

UMUM ¢

Berdasarkan Peraturan Femerintah Nomor 50 Tahun 1952
tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah -
Pusat mengenai Kesehatan kepada Daerah-Daerah Swatantra Ka-
bupaten, Kota Besar dan Kotz Xecil di Jawa, Pemerintah Dae-
rah Tingkat ITI Kebumen diserahi kekuasaan/wewenang, tugas
dan tanggung-jawab mengenai urusan pemulihan kesehatan,pen-
oegaban penyakit, perbaikan keschatan lingkungan, pehyuluh-
han kesehatan, kesejahterazn ibu dan anak dan urusan pendi-
dikan tenaga medis tehnis menengah dan rendahan.

Sebagai realisasi dari penyerahan urusan tersebut di-
atas, urusan yang diserahkzn sebagai tersebut diatas dise -
rahkan kepada Dinas Kesehatan Rakyat yang telah ada pada
waktu itu hingga saat sekarang.

Untuk lebih meningkatkan kelancaran dan pengembangan penye-
lenggaraan Pemerintah dan pembangunan secara berdaya guna

dan  berhasilguna, khususnya yang menyangkut bidang kesehat-
tan & Kebumen, sebagai aparat pemberi pelayanan kesehatan
pada masyarakat, maka perlu meninjau dan menetapkan kembali
Susunan Organisasi dak Tata Xerja Dinas Kesehatan dimaksud.

Sesuai dengan pasal 49 Undang-Undang No.5 Tahun 1974
Jjis Keputusan Menteri Ddlam Hegeri Nc,363 Tahun 1977 dan
Instruksi Menteri Dalaffl Negeri No,2 Tahun 1980 maka Instrug

 ai Gubernur Kepala Daerdh Tingkat I Jawa Tengah No.061.1/-

11695 Tahun 1981 guna maksud den tujuan sebagai tersebut di
atas itu, ditetapkanlah Susunan Crganisasi dan Tata Kergja
Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen dengan
suatu Peraturan Daerah,

PASAL DEMI PASAL

Fasal 1 : Yang dimaksud dengan Unit Pelaksana Tehnis Dinas
Kesehatan meliputi Rumah Sakit Otonom Tingkat IT
Balai Pengobatan dan BDalai Kesejahteraan Ibu dan

" Anak ( BKIA ).

Cukup jelas.

2
Fasal 3 : Perumusan mengen=i tugas pokok dan fungsi Dinas
Kesehatan,cara penulisannya cukup secara singkat
padat tetapi jelas menurut ruang lingkup kewe -
nangannya berdasarkan penyerahan hak dalam rang-
ka otonomi Daerah dibidang kesechatan ;

1. Kesehatan yang dimaksud dalam pasal ini ialah.
yang meliputi keschatan badan, roknani(mental)
dan sosial dan pukan hanya keadaan yang bebas
dari penyakit, jceca®t dan kelemahan ;

2. Tugas pokok Dinas Xaesehatan adalah melaksana-=
kan urusan-urusan ye&ng telah menjadi urusan
rumah tangga Daerah berdasarkan Peraturan Pe-
merintah No,50 Tahun 1952 dan melaksanakan tu
gas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Ke-
pala Daerazh

3. TeNALA ecsecssissess




3, Tenaga medis tehnis ialah tenoga keschatan yang mempunyni
salah satu keahlian dil=p-ngan keschatan yang disyahkan -
Pemerintah ( Dep Kes )dengan Ijazah.

Pasal U

Pasal ,5

Cukup jelas.

Susunan organisasi ini adalah pencerminan dari
urusan-urusan yang diserahkan Pemerintah Pusat Trg -
pada Daerah dan pengembangan Dinas Keschatan agar
dalam melaksanakr~n tugasnya dapat berdayaguna dan
berhasilguna,

s/d pasal 10 : cukup jelas .

Pasal 11

Pasai 12

Pasal 13

Yang dimaksud pengelclaan pegawai meliputi peren -
canaan kebutuhan pegawai, pengadaan,pengangkatan
kenaikan pangkat/gaji berkala, pemindahan,pember -
hentian, pengembangan kesejahteraan pegawai dan
peningkatan pengetnhuan medis tehnis tenaga kese -
hatan menengah dan dasar.

Yang dimaksud pengelolaan perlengkapan meliputi
perencanaan kcbutuhan barmmeg, ‘pengndannipepyimpae
nan, pemeliharaan,pengeluaran dan penghapusan ba-
rang sesuai deng=n batas wewenangnya.

Yang dimaksud pengelolaan kKeuangan meliputi peren
penaan anggaran,biaya dan pendapatan,pembukuan don
pertanggung -jawabsn keuangan,

Yang dimaksud pengawasan dan pembinaan Rumah Sakiv
termasuk usaha-uszha kesehatan l.ainnya yang dise-
lenggarakan oleh Departemen-Departemen atau badan-
badan swasta sepznjang tidak menjadi wewenang pu -
sat,

Pasal 14 s/d 17 : cukup jelas .

Pasal 18

1. Yang dimaksud dengan penyakit menular ialah pc-
nyakit yang d-pat ditularkan dari menusia kema-
nusia lainny:2 melalui

a, kontak langsung,misalnya penyakit shypilis,
penyakit ke{pmin dan penyakit kusta ;j

b, Water/foodborn desoase (melaiui makanan/air)
misalnyn penyezkit cholera,desentri,typus,pa-
ratypus,hecpatitisinfactiose j

c. air born desase (melalui udara)misalnya pe-
nyakit tubercclose TBC dephter+,morbili,ca.=
car,influensa ;

d, binatang rerantara/vektor, misalnya penyakit
malaria,demam berdarah (DHF) pes dan penya-
kit anjing gila (rabies).,

2, Yang dimaksud vektor/binatang perantara ialah
Yi-nteong yang dapat menularkan penyakit (bibit
penyakit) dari binatang/manusia kepada manusia
lainnya.,

Fasal 19 s/d 21 : cukup jelas .

Pasal 22

1, Yang dimaksud immunisasi ialah memberikan keke
balan kepada seseorzng sehingga dapat mengura-
ngi atau menghindarkan orang tersebut dari se-
rangan suatu penyakit ;

2. Yang dimaksud dengan vacinasi adalah pemberian
kekebalan aktif dengan secara artificial(bua-
tan),sedangkan kekcbalan aktif adalah kekebal=-
lan yang dibunt oleh badan sendiri,sebagai ha-
sil/akikat karens badan dimasuki Kuman/virus/
toxin yanz telah dilemahkan/dimatikan.

Pasal 23 a0 e v 0000 0000




Pasal

Pasal

Pasal

/
Pasal

Pasal

23

24

25
26

27

Pasal 28

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal
Pasal

I'asal

Pasal

29
34

35

36

37
29

Lo

Yang dimaksud sumber penyakit(bibit penyakit)ialah
sumber dari bibit penyakit yang dapat ditularkan
kepada orang, sumber tersebut dapat bersifat vektor
(perantara) dan dapat bersifat tetap (manusianya -
sendiri), ; '

: Yang dimaksud dengan tempat umum ialah tempat yang
sering dikunjungi umum/masyarakat banyak,misalnya
bioskop,pasar,stasiun,stadion,kolam renang,stembath
restoran,hotel,kcbrn binatang,pasar malam dan lain-
lainnya,

: chup jelas.

Yang dimaksud samijaga ialah sarana air minum dan
Jjamban keluarga.

oo

Pengawasan makanan dan minumanﬁyang dimaksud pasal
ini ialah pengawasan makanan dan minuman dari segi
mutunya, bahannya dan proses produksinya menjadi .
tanggung=-jawab dari Balai Pemeriksaan Obat .dan Ma-
kanan Propinsi Jawa Tengah. Dan termasuk pula tugas
dalam pasal ini ialah usaha untuk mengikut sertakan
masyarakat dalam kegiatan kebersihan lingkungan,

Termasuk pula dalam pasal ini ialah usaha untuk me-
ngikut sertakan mazasyarakat dalamkegiatan pengadaan

dan peningkatan sarana air bersih dan jamban keluar
ga .

s/d 33 : cukup jelas .

Yang dimaksud peran serta masyarakat adalah parti -
sipasi masyarakat,

Yang dimaksud dengan olak raga kesehatan ialah olah
raga untuk memelihara, meningkatkan kesehatan misal
nya olah raga jantung sahat dan aerobik.

Yang dimaksud dengan gizi meliputi tingkat gizi se-~
seorang dan mutu gizi makanan .

dan 38 : cukup jelas.

: Yang dimaksud sarana kesehatan lainnya ialah Balai
Pengobatan,Rumah Bersalin,Balai kesejahteraan Ibu
dan Anak dan Pusat Keschatan Masyarakat,

dan 41 : cukup jelas,

42 : sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri

No,363 Tahun 1977 Tasal 8 ayat (2),Pembentukan U-
nit Pelaksana Tehnis (UPT)Dinas, harus berpedoman
pada Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Sambil menunggu Keputusan Menteri Dalam Negeri di-
maksud, maka Unit Felaksana Tehnis yang sudah ada
seperti Rumah Sakit Otonom Daerah Tingkat II,Balai
Pengobatan dan 3alai Kesejahteraan Ibu dan Anak =
dinyatakan tetap berlaku sebagail Unit Pelaksana
Tehnis Dinas seperti dimaksud dalam Peraturan Dac-
rah ini,

Pasal 43 s/d 54 : cukup jelas .



